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Abstract

The researchs aims to find out and analyze the problems faced by the government in implementing the Muaro Jambi Regency Regulation Number 02 of 2015 concerning the eradication of prostitution and immoral acts in the Sungai Bahar region. The method used in this research is descriptive qualitative. The result of the study showed that the implementation process could not be done due to several reasons, one of them was the lack of resources, inadequate number of Satpol PP personel, the lack of rehabilitation facilities and the lack of financial resource provided.
. 
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Pengantar

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya senantiasa tidak lepas dari benturan-benturan antara nilai, norma-norma sosial dengan keterbatasan kemampuan dan sumber-sumber kebutuhan yang diperebutkan. Jika nilai-nilai atau unsur-unsur kebudayaan pada suatu waktu mengalami perubahan, dimana anggota masyarakat merasa terganggu atau tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya melalui kebudayaan, maka timbullah gejala-gejala sosial yang meresahkan masyarakat yang disebut dengan masalah sosial (Mariyadi, 2013).
Salah satu fenomena yang hingga saat ini menjadi masalah sosial adalah Prostitusi, dimana Prostitusi ini bertentangan dengan norma-norma sosial di masyarakat seperti moral, susila, hukum dan agama (Koentjoro,1996). Pelacuran atau prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beranekaragam. Prostitusi berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan (Putri, 2016). Pelaku menegosiasikan dirinya terhadap aktivitas prostitusi disebabkan karena desakan ekonomi dengan melakukan praktik prostitusi illegal (Artosa, 2018).
Di Indonesia Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Pada praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur (Pradana, 2015). Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “Lokalisasi”, Lokalisasi adalah pembatasan terhadap suatu tempat tertentu dan khusus (daerah atau ruang lingkup), pembatasan penyebaran (penyakit), dan penentuan suatu lokasi (Khumaerah, 2017).
Lokalisasi Payo Sigadung atau yang lebih dikenal dengan nama Pucuk dan Lokalisasi Langit Biru yang berada di Kota Jambi merupakan Lokalisasi terbesar di Provinsi Jambi, namun keberadaan kedua lokalisasi tersebut kini telah ditutup oleh Pemerintah Kota Jambi yang mengeluarkan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pelacuran dan perbuatan asusila. Aktivitas prostitusi tidak hanya berada di daerah perkotaan, di pedesaan pun tidak luput dari adanya aktivitas prostitusi, seperti yang ada di Kecamatan Sungai Bahar, berdiri sebuah lokasi yang digunakan untuk menjajakan para pekerja seks komersial (PSK). Lokasi tersebut berada di Desa Panca Bakti dan Desa Bakti Mulya yang berada jauh dari permukiman warga. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan naman Poco-Poco.
Berdasarkan hasil observasi tempat prostitusi tersebut sudah berdiri sejak 10-15 tahun lalu, data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepala seksi Trantib Kecamatan Sungai Bahar yang mengatakan bahwa prostitusi tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, sejak beliau masih sekolah, Bhabinkamtibnas Polsek Sungai Bahar, Brigadir Purwanto mengatakan jika tempat Prostitusi tersebut sudah berdiri sekitar tahun 2004 atau 2005. Lokasi tersebut merupakan sebuah warung remang-remang yang terdiri dari beberapa rumah yang pada awalnya hanya dijadikan tempat bisnis minuman keras, namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang tinggi di Kecamatan Sungai Bahar dan juga adanya permintaan maka warung tersebut juga menyediakan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang didatangkan dari luar Kecamatan Sungai Bahar. Keberadaan prostitusi ini menjadi semakin meresahkan saat Pemeritah Kota Jambi menutup lokalisasi di Kota Jambi, yang mengakibatkan beberapa PSK eks lokalisasi tersebut mulai menjajakan diri di Kecamatan Sungai Bahar.  

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melarang kegiatan prostitusi dengan mengeluarkan Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, namun dalam praktiknya pelaksanaan Perda tersebut belum berdampak pada berhentinya aktivitas prostitusi di Muaro Jambi, khususnya di Kecamatan Sungai Bahar, hal ini dibuktikan dengan banyaknya informasi yang beredar di media hingga dengan tahun 2019 tentang aktivitas prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi Perda Muaro Jambi Nomor 02 tahun 2015 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila yang dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar. Terbatasnya kajian terhadap implementasi terkait permasalahan aktivitas prostitusi maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses Implementasi Perda Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2015 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila yang dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar.

Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metodologi dengan pendekatan Kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penulisan kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi kasus. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis proses implementasi Perda Prostitusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sumber data yang di perolah dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta informasi yang di dapat dari masyarakat, Kepala Desa Bakti Mulya, Tokoh masyarakat, Kapolsek Sungai Bahar, Camat Sungai Bahar, dan Satpol PP Muaro Jambi, sumber data sekunder, yaitu data di peroleh dari berita-berita, catatan pemerintah, jurnal dan juga data lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data dalam penelitian ini adalah Mereduksi data, berarti merangkum, memilh hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan teks yang bersifa naratif, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi
Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn membatasi Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tidakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujaun dan sasarran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2016).

Berdasarkan takrifan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas, (iii) adanya hasil. Namun ini saja belum cukup, karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menawarkan model pendekatan implentasi top-down yang disebut dengan istilah A Model of the policy implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2018).

Ada enam variabel menurut van Meter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultural yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilakanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik (Agustino, 2016).

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Perda Prostitusi yang diformulasikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memberikan penjelasan terkait dengan tujuan pembentukan Perda prostitusi ini, Perda ini disusun Sebagai pernyataan sikap masyarakat dan pemerintah daerah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan tercela yang perlu diberantas, Memberikan dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pelacuran dan perbuatan asusila.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan beberapa hal yang sudah dijelaskan secara singkat di dalam Perda Nomor 02 Tahun 2015, Perda tersebut mendeskripsikan ukuran-ukuran yang dijadikan faktor untuk menentukan keberhasilan implementasi dalam mencapai tujuan Perda, Pertama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila, kedua melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur, ketiga melakukan penutupan lokalisasi pelacuran dan/atau tempat yang dipergunakan untuk pelacuran, keempat melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, asrama, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran dan asusila, kelima melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dan keenam melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tingi dan lembaga swadaya masyarakat.
Implementasi Perda prostitusi ini dapat dikatakan berhasil jika enam poin tersebut dapat dijalankan dengan baik, jika dilihat dari subtansinya, poin-poin tersebut telah sesuai dengan agenda pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila. Lebih lanjut untuk menjalankan poin-poin tersebut Bupati melimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah dibawahnya yang terdiri dari penegak peraturan daerah (Satpol PP), penyelenggara urusan bidang kesejahteraan sosial (Dinas Sosial), penyelenggara urusan bidang pendidikan (Dinas Pendidikan), dan penyelenggara urusan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan). 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan (Tachjan, 2006).  Maka Perda prostitusi tersebut terlalu ideal untuk dapat dilaksanakan di tingkat pelaksana, pelaksana kebijakan tidak mampu menyesuaikan isi Perda dengan sosio-kultur yang ada karena masih banyak kekurangan pada sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki, sehingga akan sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mendapatkan bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan kajian secara mendalam dalam menetapkan Perda prostitusi, hal ini dapat dilihat dari Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Perda yaitu Satpol PP memiliki kewajiban pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana prostitusi, menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, dan berkoordiansi dengan penyidik Polri. Pada kenyataannya Penindakan terhadap tindak pidana Prostitusi belum menjadi prioritas utama dalam agenda kerja Satpol PP, sehingga ketiga poin tersebut belum dilaksanakan oleh Satpol PP. Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan yaitu Dinas Sosial memiliki dua poin penting yang menjadi kewajiban utama, yaitu melakukan pencegahan perbuatan pelacuran dan tindak pidana kesusilaan, serta melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pada poin kedua yaitu pembinaan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial tidak memilik panti untuk rehabilitasi, artinya jika penindakan dilakukan maka proses pembinaan terhadap para PSK tentunya akan sulit untuk direalisasikan.

Perda Prositusi yang tidak ideal tersebut menandakan jika Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam merumuskan Perda ini tidak menjalankan rangkaian aspek formulasi kebijakan yang meliputi Aspek Politik, Aspek Teknokratis, dan Aspek Politis. Aspek Publik, yaitu dimana suatu masalah privat menjadi masalah publik yang kemudian menjadi agenda institusional dimana masalah-masalah memang hendak diselesaikan oleh pemerintah karena tuntutan masyarakat. Aspek Teknokratis, dimana masalah-masalah publik tadi berusaha dicarikan jalan keluarnya melalui legal-drafting yang bersifat kenokratis. Pada aspek ini biasanya masukan dari masyarakat terkait masalah yang ada berusaha didengar oleh pembuat kebijakan guna mendalami kemungkinan solusi yang akan ditawarkan kemudian. Aspek Politis, yang dikategorikan sebagai aspek politik adalah persetujuan dari parlemen, karena bisa saja masukan dari masyarakat tidak muncul pada draft akhir kebijakan karena bertentangan dengan kepentingan elit politik di parlemen, atau tidak sejalan dengan arah kebijakan partai, atau tidak menguntungkan konstituen elit politik, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya (Suntoro, 2015).
Sumber Daya    

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan, disamping itu ketersediaan sumberdaya yang melaksanakan kebjakan juga harus terpenuhi. 
Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja pasal 2 disebutkan bahwa jumlah Pol PP ditetapkan berasarkan kriteria umum dan kriteria teknis, Indikator pada kriteria umum terdiri dari (a) Jumlah Penduduk, (b) Luas Wilayah, (c) Jumlah APBD dan (c) Rasio Belanja aparatur. Sedangkan Indikator pada kriteria teknis terdiri dari (a) Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, (b) Jumlah peraturan daerah (c) Jumlah peraturan kepala daerah, (d) Jumlah desa/kelurahan, (e) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, (f) Jumlah kecamatan, (g) Aspek karakteristik; dan (h) Kondisi geografis
Berdasarkan ketentuan diatas maka jika perhitungannya tepat Jumlah Personil Satpol PP seharusnya adalah 250 orang, dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun jumlah personil Satpol PP Muaro Jambi yang tersedia saat ini hanya berjumlah 78 orang, dengan personil paling banyak menempati bidang trantib yang terbagi dalam pos-pos tugas seperti pos penjagaan di rumah pribadi Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, Serta Kantor Bupati Muaro Jambi di Sengeti. Anggota Satpol PP merupakan Pegawai Negeri Sipil, hal ini mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga Satpol PP tidak dapat merekrut anggota non PNS.

Berdasarkan kuantitas personil yang dimiliki Satpol PP Muaro Jambi menjadi alasan Satpol PP tidak sanggup untuk menindak aktivitas Prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar, dikarenakan tidak memiliki personil yang cukup serta jarak yang ditempuh terlalu jauh dari Kantor Satpol PP di Sengeti. Kurangnya Personil Satpol PP disebakan oleh tidak terakomodirnya Analisis Jabatan atau Anjab yang berkenaan dengan Kuantitias Personil, sehingga jumlah Personil yang dimiliki Satpol PP tidak ideal untuk wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi. Dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya personil Satpol PP adalah jabatan Kasi Trantib (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban) di setiap Kecamatan yang semestinya diduduki oleh anggota Satpol PP tidak di eksposio atau di salurkan, sehingga penempatan anggota Satpol PP di setiap Kecamatan ditiadakan. Faktor Sumber daya menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi, Kuantitas personil Satpol PP yang tidak memadai tidak diantisipasi secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, hal ini menjadi sebuah kegagalan pemerintah yang tidak bisa memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, sekaligus tidak memberikan solusi terkait permasaslahan yang ada.

Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn melihat karakteristik agen pelaksana tidak bisa lepas dari stuktur birokrasi, struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata. Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh (Winarno, 2016).  

Kompetensi dan ukuran-ukuran staf suatu badan, Satpol PP yang personilnya merupakan PNS sudah pasti memiliki kompetensi dibidang kerjanya terutama dibidang Penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, namun kompetensi yang dimiliki tidak mengakomodir keseluruhan bidang kerja yang ditugaskan, salah satunya penegakan Perda prostitusi. 
Tingkat pengawaan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana, Keputusan-keputusan yang diambil oleh Bupati dan badan pelaksana dibawahnya diawasi secara hierarkies oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sehingga adanya check and balance, hal ini telah dibuktikan dengan tanggapan yang diberikan oleh Ketua Badan Legislasi DPRD dan salah satu anggota DPRD Muaro Jambi,  Kamaluddin Havis yang memberikan kritik terhadap kinerja Bupati dan Satpol PP dalam implementasi Perda prostitusi. Kritik yang diberikan oleh DPRD menandai jika pengawasan hierarkies terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam agen pelaksana telah terlaksana, hanya saja tidak ada respon atau umpan balik yang diberikan oleh Bupati ataupun Satpol PP. karakteristik yang menonjol dalam hal ini adalah tidak responsif terhadap masukan dan kritikan-kritikan yang ada. 
Sumber-sumber politik suatu organisasi, dukungan yang diberikan oleh Bupati dalam proses implementasi Perda Prostitusi hanya sebatas koordinasi, tidak ada instruksi langsung yang diberikan oleh Bupati kepada Satpol PP untuk menyelesaikan masalah prostitusi, disisi lain DPRD hanya memberikan kritikan kepada Bupati dan Satpol PP, tetapi tidak memberikan solusi pemecahan masalah dalam mengimplementasikan Perda Prostitusi.
Vitalitas Suatu Organisasi, Pemeran utama dalam implementasi Perda ini adalah Satpol PP, selaku satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya menegakan Peraturan Daerah, Dalam implementasi Perda prostitusi ini seolah-oleh Satpol PP menjadi mandul kinerjanya, Satpol PP tidak melakukan upaya apapun guna memberantas pelacuran dan perbuatan asusila. 
Tingkat Komunikasi-komunikasi “Terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi, Tingkat komunikasi horisontal dan vertikal yang terjadi dalam proses implementasi hanya sebatas koordinasi dari tingkatan bawah ke tingkatan atas, tidak ada instruksi khusus yang diberikan kepada agen pelaksana pada tingkatan paling bawah.
Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan, telah dijelaskan secara spesifik didalam Pasal 13,14 dan 15 Perda Nomor 02 Tahun 2015, Badan Pembuat Keputusan yaitu Bupati dan DPRD dan pelaksana keputusan yaitu Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, namun dalam proses implementasi kaitan tersebut tidak terhubung dengan baik dengan kompleksifitas permasalahan yang ada.

Unsur yang di sampaikan Van Metter dan Van Horn diatas berpengaruh terhadap kinerja agen pelaksana dalam mengimplementasikan Perda prostitusi, keenam unsur tersebut menjelaskan kompleksnya permasalahan yang dihadapi agen-agen pelaksana, berdasarkan unsur tersebut masalah utama yang ada di agen pelaksana adalah tidak adanya ketegasan agen pelaksana, baik Bupati maupun satuan kerja perangkat daerah terkait, hal ini mengindikasikan bahwa agen pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap  kebijakan yang telah di keluarkan.

Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Kecenderungan-kecenderungan dalam pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijkan tersebut. Dan begitu sebaliknya penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan yang jadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil (Winarno, 2016).
Masalah prostitusi ini jika disepakati merupakan masalah sosial yang harus diberantas oleh semua pihak, adanya Perda Nomor 02 Tahun 2015 ini pun bertujuan untuk memberantas praktik prostitusi, tidak ada alasan bagi pelaksana kebijakan untuk menolak tujuan dari perda ini dan mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya, kecuali jika ada kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dalam praktik prostitusi tersebut, tetapi secara lembaga tidak ada alasan untuk menolak tujuan Perda tersebut.
Permasalahan utama dalam implementasi Perda protitusi ini bukan soal menerima atau menolak tujuan dari Perda, Kecenderungan pelaksana disini adalah ketidakseriusan pelaksana dalam menutup lokasi prostitusi dan mengimplementasikan Perda prostitusi, dimulai dari Bupati yang memformulasikan Perda namun masih banyak kekurangan kekurangan, tidak konsistennya pernyataan yang diberikan oleh Bupati, penindakan aktivitas Prostitusi yang tidak menjadi program prioritas, serta fasilitas, sarana dan prasarana yang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menangani masalah prostitusi.
Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi Vertikal
Perda Nomor 02 Tahun 2015 memberikan landasan hukum dan kepastian hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran-pelanggaran pelacuran dan asusila, namun pada praktiknya Perda ini belum sosialisasikan secara baik. Pemerintah kecamatan hingga tahun 2019 telah mengkonfirmasi bahwa belum menerima salinan Perda tersebut, sama halnya dengan Polsek Sungai Bahar dan Satpol PP yang belum sama sekali memiliki salinan Perda tentang prostitus. Tidak banyak yang mengetahui Perda yang mengatur tentang Prostitusi di Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan hasil temuan penulis, Perda tersebut tidak dapat ditemukan di media, baik di internet ataupun media lainnya, bahkan di website resmi Kabupaten Muaro Jambi serta JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Kemendagri tidak dapat ditemukan. 
Komunikasi ke atas

Pemerintah desa cenderung aktif melakukan pelaporan aktivitas prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar, adanya inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam menindak aktivitas prostitusi tanpa adanya instruksi langsung dari Bupati ataupun bantuan dari instansi yang lebih tinggi merupakan respon yang baik terhadap keresahan yang dialami oleh masyarakat, koordinasi yang dilakukan antara desa dan kecamatan berupa pemantauan aktivitas prostitusi dan pelaporan terhadap hasil pantauan kepada Camat yang selanjutnya berkoordinasi dengan Bupati dan Satpol PP untuk melaporkan perkembangan aktivitas prostitusi.

Komunikasi Horizontal

Penindakan prositusi yang selama ini sulit untuk dilakukan oleh Satpol PP dikarenakan sulitnya menjalin kerjasama dengan instansi lain, permasalahan prostitusi ini sangat kompleks, akan sangat tidak efektif jika penutupan dilakukan oleh Satpol PP, namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dinas sosial, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam mengenai pembinaan, pendidikan bahaya prositusi, dan masalah kesehatan. Sulitnya menjalin komunikasi disebabkan ketidaksiapan setiap instansi dalam menangani masalah prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar.
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor paling penting dalam implementasi kebijakan publik ini, lingkungan ekonomi merupakan hal paling dasar dalam pemasalahan postitusi, jika dilihat secara umum munculnya aktivitas prostitusi karena adanya permasalahan ekonomi, begitu pula yang terjadi di Kecamatan Sungai Bahar, bukan hanya para PSK, tetapi juga pemilik tempat, pelayan karaoke, penjual makanan, tukang pijat, dan profesi lain yang menggantungkan hidup di lokasi prostitusi . Hal ini yang menjadi masalah utama dalam penutupan, karena jika tidak ditangani secara serius, aktivitas prostitusi tidak akan bisa diselesaikan. Lingkungan ekonomi yang menjadi dasar munculnya prositusi memang menjadi masalah, disisi lain sumber-sumber ekonomi yurisdiksi atau organisasi pelaksana turut menjadi masalah, dimana masalah finansial menjadi sangat dibutuhkan dalam proses implementasi.

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi Perda prostitui adalah Kondisi Politik di Kabupaten Muaro Jambi, Perda prostitusi dikeluarkan pada tahun 2015 pada akhir masa jabatan Bupati Burhanurdin Mahir, Perda ini merupakan respon dari dikeluarkannya Perda Nomor 02 Tahun 2014 milik Kota Jambi yang menutup Lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru. Namun Perda Nomor 02 Tahun 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkesan hanya sebatas formalitas untuk menaikan eksistensi Burhanurdin Mahir. Selain itu pergantian kepemimpinan ditingkat DPRD dan Bupati juga menjadi masalah, Bupati baru yang menjabat yaitu Masnah Busro terkesan tidak memiliki pengetahuan terhadap keberadaan aktivitas Prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar, sehingga ketika banyak pihak yang menuntut, baik masyarakat, media, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan, Bupati hanya mengumbar janji untuk segera menindak lokasi prostitusi tersebut.  

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga berdampak pada aktivitas prostitusi di Kecamatan Sungai Bahar, penggunaan media sosial sebagai media promosi suatu produk, dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk aktivitas prostitusi, seperti yang akhir-akhir ini terjadi dimana banyak artis terlibat prostitusi online di Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi juga mengalami perkembangan. Penutupan Lokasi Prostitusi bisa berdampak luas, prostitusi tidak hanya sebatas menunggu pelanggan di lokasi, tetapi juga mencari pelanggan, dengan cara sembunyi-sembunyi, tersebar dan terselubung menggunakan bantuan media sosial, dengan dampak tersebut akan menjadi semakin sulit untuk mengontrol, mengawasi dan mencegah perbuatan tersebut. 

Kesimpulan 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2015 ini adalah pertama Sumber daya agen pelaksana yang belum cukup, kurangnya personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Muaro jambi menyebabkan kinerja dari Satpol PP tidak optimal, tidak ada fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pembinaan, Sumber daya finansial dan lainnya; Kedua Komunikasi antar organisasi tidak terjalin dengan baik, komunikasi yang terjadi hanya komunikasi searah yang dilakukan oleh Kecamatan, tidak ada umpan balik yang diberikan oleh Bupati maupun Satpol PP.
Terdapat saran yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada yaitu:

a. Pemeritah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini adalah Bupati Muaro Jambi agar dapat melihat masalah ini sebagai masalah yang serius, karena menyangkut moral, harkat dan martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, serta aktivitas ini memilik dampak yang sangat negatif bagi perkembangan masyarakat disekitar lokasi prostitusi;

b. Satpol PP dapat menempatkan perwakilan atau pos-pos penjagaan khususnya di lokasi yang terdapat banyak aktivitas prostitusi dengan bekoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepolisian;
c. Bupati melalui Kapolres memberikan kewenangan yang lebih kepada Kepolisian Sektor atau Polsek untuk menindak dan memberikan izin untuk menutup dan merazia lokasi prostitusi dengan dasar hukum yang jelas;
d. Bupati melakukan revisi Perda Prostitusi yang penulis nilai belum sesuai dengan seharusnya terutama di sanksi pidana dan sanksi administrasi yang seharusnya tidak diberikan, lebih baik jika diberikan pembinaan dan rehabilitasi dan kerohanian;

Melakukan Sosialisasi terhadap Perda yang telah dikeluarkan agar dapat dijalankan dan dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat
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